PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN Z000
TENTANG

RETRIBUSI IZINM GANGGUAN DAN KETERANGAN
TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang =* a. bahwa dalam rangka mewujudkan Fembangunan yang
. : berwawasan lingkungan serta sebagal upaya
melindungi hak setiap warga masyarakat untuk
mendapatkan keseimbangan kepentingan antara
FPemilik Tempat Usaha dengan warga sekitarnya
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah vyang
mengatur Izin BGangguan.

b. bahwa dengan telah  ditetapkannva Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis—jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi
Izin Gangguan dan tempat usaha merupakan jenis
retribusi Daerah Tingkat II g3

c. bahwa sebagai pedoman untuk memungut retribusi
sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur
dengan Feraturan Daerah .

. Mengingat : 1. Undang—undang Nomor 228 Tahun 1922& yang telah

' diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb.

Momor 450 Tabun 1940 ;3

2. Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-—
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Fropinsi Jdawa Tengah ;

3. Undang—undang MNomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 154, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 21043) ;

4. Undang 4.



10.

11.

12.

13.

]
A

Undang—wundang Momor 1 Tabhun 1947 tentang
Fenanaman Modal Asing (Lembaran Megara Tahun 1947
Momor L1, Tambahanrn Lembaran Negara Nomor 2818) jo.
Undang—undang Momor 12 Tahun 1970 tentang
Ferubahan dan Tambahan Undang—undang MNomor 1
Tahun 1947 tentang Penanaman Modal Asing
{Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2944)

Undang—undang Nomor & Tahun 1948 tentang Fenana-—
man Modal Dalam Negeri {Lembaran Megara Tahun

i948 MNomor 33, Tambahan Lembaran Negara Momor
2853 jo. Undang—undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Ferubahan dan Tambahan Undang-undang
Momor & Tahun 1948 tentang Penanaman Modal Dalam
Megeri {(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 29445 3

Undang—undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang—undang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 7&, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 320%9) ;

Undang—undang MNomor 35 Tahun 1984 tentang Per-—
industrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;3

Undang—undang Momor 24 Tahun 1992 tentang
Penatzan Raung (Lembaran Negara Tahun 1992 MNomor
115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang FPaiak
Dasrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran NMegara
Momor 3693} ;

Undang—undanag Nomor 23F Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ({Lembaran MNegara
Tahun 1997 ‘Nomor &8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2&899)

bUndang—undang MNomor 22 Tabun 1797 tentang . Peme-
rintahan Paerah {(Lembaran Megara Tahun 1977 MNomor
&0, Tambahan Lembaran Negarz Nomor 383%9) 3

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 1982 tentang
Felaksanaan Hukum Acara Pidana {(Lembaran MNegara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembairan Negara
Momor 3258) 3

Peraturan Pemerintah Momor 29 Tahun 1984 tentang
finalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1986 MNomor 42, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3338) ;

14. Peraturan J#...
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15.

146.

i7.
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20.

21.

22.

=

Peraturan Femerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Momor 55, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3693)

Keputusan Fresiden Republik Indonesia HNomor 33
Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal @

Peraturan Menter,i Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 19835
tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi
Perusahaan-perusahaan vang mengadakan Penanaman
Modal Menurut Undang—undang Nomor 1 Tahun 1947
dan Undang—undang Momor & Tahun 19868

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1287
tentang FPenerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka
Wak tu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang
Gangguan {(Hinder Ordonantie} 3

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahbun 1292
tentang Rencana Tapak Tanah dan tata Tertib
Fengusahaan Kawasan Industri serta Frosedur
Femberian Izin Mendirikan Bangunan {(IMB} dan Izin
Undang—undang Gangguan (UUG/HO} bagi Prusahaan—
perusahaan vang berlokasi di luar Kawasan Indus-—
tril} ;

Feraturan Menteri Dalam MNegeri MNomor 7 Tahun 1992
tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) serta Izin Undang—-undang Bangguan
(UUE/HO) bagi Ferusahaan—perusahaan vang berloka-
si di luar Kawasan Industri) 3

Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 174 Tahun
1?97 tentang FPedoman tata cara Pemunoutan Retri-
busi Da=srah 3

Feputusan Menteri DPalam Negeri Momor 175 Tahun
1997 tentanag Tata Cara Pemeriksaan di  bidang
Retribusi Daerah

Instruksi menteri Dalam NMegeri Nomor ZI2 Tahun
1794 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendiri-
kan Bangunan dan Izin ndang-undang Gangguan

FPerusahaan 3

Eeputusan HMenteri Dalam MNegesri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis—jenis Retri-
busi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Megeri Mamor 42 Tahun
1999 tentang Frosedur Administrasi Faiak
Daerah,Retribusi Dasrah dan Fensrimaan Fendapatan
lain—-lain 3

259. Peraturan . f---
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DEWAM

Menetapkan :

4

Feraturan Dasrah Eabupaten Daerah Tingkat II
Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Fegawail
Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan :

FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN DEMAK

MEMUTUSKAN =

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RETRIBUSI
IJIN GANGGUAN DAN KETERANGAN TEMFAT USAHA.

BAE 1
EETENTUAM LiMLIM

Fasal 1

Dalam FPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Demak 3j

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah otonom vang lain sebagai Badan
Eksekutit Daerah ;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak 3

Fejabat adalah Fegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang berlaku j

Badan adalah suatu bentuk badan wusaha yang meli-
puti Perseroan Terbatas, persercan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha milik NMNegara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perseku-
tuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan

usaha lainnva j

Retribusi Ijin Bangguan vang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayvaran atas pemberian izin
tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di
dalam Wilayah Kabupaten Demak vang dapat menim-—

bulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak
termasuk tempat wsaha yang lokasinya telah ditun-—
Juk oleh Femerintah FPusat atau Femerintah
Daerah ;3

Keterangan Tempat Usaha adalah Keterangan vang
diberikan kepada perusahaan yang secara tehnis
tidak menimbulkan adanya gangguan, bahava dan
kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Gangguan ( HO } j

h. Waiib ...
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h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan retri-—
busi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retri-—
busi j

i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
vang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan izin tempat usaha 3

J. Surat FPFendaftaran Objek Retribusi Daerah wvang
selanjutnvya dapat disingkat SPdORD adalah surat
vang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retri-
busi sebagai dasar penghitungan dan pembayvaran
retribusi yang terutang menurut peraturan peruan-
dang-undangan retribusi daerah i

k. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjut-
nya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan vang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang teru-
tang ;

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar
untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat
Feputusan vang menentukanbesarnyva jumlah retri-
busi vyang terutang, Jumlah Eredit retribusi,
jumlah kekurangan pambayaran pokok retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan  jumlah vang
masih harus dibayar i

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar
Tambahan uvntuk selanjutnya disingkat SERDEBT
adalah Surat Keputusan vang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi vang telah ditetapkan ;

n. Surat EKEetetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar
untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan vang menentukan jumlah kelebihan pemba-
. yvaran ratribusi karena jumlah %kredit retribusi
lebih besar dari retribusi vang terutang atau
tidak seharusnva terutang ;

0. Surat Tagihan Retribusi Dasrah untuk Eelan}utnya
disingkat STRD adalak surat uantuk melakukan
tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda 3

p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan
atas keberatan terhadap SKERD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SERDEBT dan SKRDLE yang diaiu-—
kan olsh Wajiib Retribusi 3

O« rFremeriksaan . q’. .

J
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g. Femeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
meEncari, mengumpulkan dan mengolah data dan  atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepat-
uhan pemenuhan kewajiban perpaijakan daerah dan
retribusi berdasarkan peraturan perundang—
undangan perpajakan daerah dan retribusi j;

r. Fenyidikan tindak pidana di bidang perpaiakan
daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Fenyidik Pegawai Megeri
Sipil, vyang selanjutnya disebut FPenyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti vang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpaijakan daerah dan retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanva .

EAE 11
MNAMA, DBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dan Keterangan
Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian ijin gangguan dan keterangan tempat

usaha kepada orang / badan hukum di wilayah Kabupa-
ten Demak. .

FPasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan (HD)
dan Keterangan Tempat Usaha.

Fasal 4

{1} Setiap orang/badan hukum vang mendirikan atau
memperluas tempat usaha berdasarkan Pasal 1 avat
(1) Undang-undang BGangguan (HO) Stb. Tahun 1926
Nomor 14 jo. Tahwn 1740 Momor 430 diwajibkan
memiliki Izin Undang-=Undang Gangguan (HO).

{2} Perusahaan / Tempat Usaha yang tidak menimbulkan
gangguan, bahaya dan kerugian sebagaimana diatur
dalam Undang—Undang Gangguan (HO) diwajibkan
memiliki surat keterangan tempat usaha.

(3} Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang memperocleh izin tempat usaha berdasarkan
Undang—-Undang Gangguan (HO} dan Keterangan
Tempat Usaha.

(4} Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi.

BAE II1 ...
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EaR IIL

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

(13

'.' (43

Pasal 5

Fermohonan Izin BGangguan dan Eeterangan Tempat
Usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan mengisi
formulir vang disediakan dan bermeterai cukup
vang diketabui Kepala Desa dan Camat setempat.

Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud

ayat {1) Pasal ini dilampiri persyaratan sebagai

berikut =

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemchon untuk
permohonan perorangan ; _

b. Foto copy akta pendirian bagi pemchon vang
berbadan hukum 3

C. Gambar situwasi dam gambar denah lokasi dengan
keterangan vang ielas mengenai letak tempat

usaha 3

d. Daftar mesin dan peralatan kerja vang akan
digunakan 3

e. Foto copy IME atau bukti telah membayar
Retribusi.

f. Foto copy Sertifikat / Bukti pelimpahan /
persetujuan penggunaan tempat usaha 3

g. Pernyataan persetuiuan dari tetangga dan
atau pemilik tanah / bangunan yang berbatasan
lansung dengan tempat usaha .

h. Menandatangani Surat Pernyataan FPengelolaan
Lingkungan Hidup (SFFL).

Fermohonan Keterangan Tempat Ussha sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagail
berikut =

2. Foto Copy KETP {Peroranganl.

b. Foto Copy Akta Pendirian / Badan Hukum.

c. Tanda Daftar Perusahaan.

d. Foto copy bukti kepemilikan tanah/sewa.

Lokasi atau tempat yang dapat diizinkan untuk

didirikan tempat usaha vang dimaksud Pasal 32

ayat {1} adalah di wilavah daerah dengan

persyaratan sebagai berikut @

a. Lokasi tempat usaha harus menyesuaikan denqan
peruntukan rencana tata ruang daerah.

b. Lokasi tempat usaha vanag didirikan tidak
boleh berdekatan dengan tempat ibadah, balai
pengobatan, sekolah dan tempat keramalan umum
dalam radius 100 (seratus) meter Lkecuali
telah mendapstkan persetuiuvan dari penanggung
jawab tempat / fasilitas umum tersebut.

c. Lokasi tempat usaha vang berada dalam pengua-
=aan / pengawasan instansi diluar Pemerintah
Daerah harus lebih dahulu mendapat persetu-
juan instansi yvang bersangkutan.

Pasal & ik«




(1)

(2}

(1)

(2}
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Fasal &
Apabila syarat permohonan izin sebagaimana
dimaksud Fasal 5 avat (2} dan ayat (3} telah
dipenuhi, kemu-— dian diadakan pemeriksaan oleh

Tim Pemeriksa lapangan vang dibentuk oleh Bupati
dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan .

Fihak—-pihak vyang berbatasan langsung dengan
batas tanah perusahaan dapat mengajukan kebera-
tan disertai alasan—alasan atas permohonan izin
Undang-undang Gangguan dalam waktu 1 (satu)
minggu sejak pemberitahuan pemeriksaan lapangan
oleh Tim Pemeriksa Lapangan.

FPasal 7

Bupati dapat menvetujui atau menoclak permohonan
izin setelah mendapat pertimbangan dari Kepala
Bagian ketertiban berdasarkan Berita Acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal & avat
(1) Peraturan Daerah ini .

Femberian atau penolakan izin gangguan dan
keterangan tempat usaha harus diselesaikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal diterima permochonan tersebut sacara
lengkap .

BAR IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN GANGGUAN
DAN KETERANGAM TEMFAT USAHA
Fasal B

Femegang Izin Bangguan (HO)} dan keterangan tempat
usaha berkewajiban untuk =

=™

memasang foto copy Ekutipan Keputusan Izin
Gangguan / HO tersebut di tempat wsahanva di
suatu tempat vang mudah dilihat oleh umum dan di
tempat vang aman j "

memasang papan nama perusahaan di tempat vang
mudah dilihat oleh umum 3

menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan
PFFEK, menyediakan alat keselamatan dan kesehatan
kerja serta hal-hal lain vang ditetapkan dalam
FKeputusan Bupati ;

mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan
yang diakibatkan oleh kegiatan usaha j;

selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku .

FPasal 9 ..anx
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(2}

(%)

-
Fasal <

Femegang [zin BGangguan (HO} dan keterangan
tempat usaha diwajibkan mengajukan izin Gangguan
{HO}Y dan keterangan tempat usaha baru apabila :

a. mengadakan cara lain dalam mengeriakan /
melakukan usahanya yvang mengakibatkan perubha—
han sifat ussha ;

b. menjalankan kembali tempat usaha yang telah 4
(empat) tahun berhenti 3

c. terjadi pergantian hak kepemilikan terhadap
perusahaan.

Pemegang Izin Gangguan f HO dan keterangan
tempat usaha diwajibkan lapor dan memperbabharui
Izin  Gangguan / HO dan keterangan tempat usaha
kepada Bupati apabila memperluas tempat uvsaha
baik berupa penambahan bangunan baru maupun

penambahan mesin—-mesin baru .

FPelimpahan hak atas izin Gangguan 4 HDO dan

- keterangan tempat usaha kepada ahli warisnva

atau orang vang memperoleh hak dari padanva
dapat diperoleh dengan cara mengisi formulir
permohonan yvang telah disedizskan oleh Bupati.

-BAE Y

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

(1}

(11}

DAM KETERANGANM TEMPAT USAHA
FPasal 10

Permohonan Izin Gangguan / HO ditolak apabila
tidak memenuhi syarat-svarat yang telah
ditentukan dan tidak mendapat persetujuan dari
masvarakat di sekitarnya karena alasan-—-alasan
tertentu vang tidak dapat/sukar diatasi.

Fenclakan permohonan Izin Gangguan hanya dapat
diberikan dengan Keputusan Bupati dengan menye-—
butkan alasan—-alasannva .

Fasal 11

Izin Gangguan F HO dicabut kembali dengan
Keputusan Bupati apabila :

a. perusahaan tersesbut belum dijalankan dalam
waktu vang telah ditetapkan vaitu sekurang-
kurangnva 1 (satu) tahun sejak penandatanga—
nan Keputusan Pemberian Izin Gangguan /7 HO ;

b. atas ..& .
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b. atas permintaan pemegang Izin itu sendiri.

C. tidak memperbaiki kealpaan yang diminta untuk
dipenuhi dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati ;

d. syarat-svarat dan kewajiban—kewajiban vang
ditentukan dalam Keputusan pemberian Izin
Bangguan / HO tidak dipenuhi ]

€. menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian
yang bertentangan dengan ketertiban dan
ketentuan vang tidak dapat diatasi &

f. karena perkembangan wilayah yang mengharuskan
dipindahkannya tempat usaha ke lokasi yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak.

(2) Keterangan Tempat Usaha dicabut kembali dengan
keputusan Bupati apabila syarat-syarat dan
kewajiban—kewajiban vang ditentukan dalam Kepu-—
tusan Pemberian Keterangan Tempat Usaha tidak
dipenuhi.

(3) Dengan -dicabutnya pemberian Ijin Bangguan dan
keterangan Tempat Usaha ini dan pemegang izin
tidak mengajukan keberatan, maka dalam waktu =
(tiga) bulan terhitung sejak penanda tanganan
Keputusan pencabutan tersebut kegiatan perusa-—
haan harus dihentikan.

BAEB VI
GOLONBAN RETRIBUSI

Pa=zal i2

Retribusi Izin Bangguan dan Keterangan Tempat Usaha
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu .

BAER V11
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JAaSa ITIN GANGGUAN
DAN KETERANGAM TEMPAT USAHGO
Fasal 132

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan
perkalian antara luas ruang tempat usaha dan
indeks lokasi serta indeks gangguan .

(Z) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung
sebagai jumlah luas setiap lantai .

(3) Indeks ....
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Indeks Lokasi ( IL } / Indeks Gangguan (  IG }
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditetapkan sebagai berikut :

= Indeks jzalan protokol / utama =
— Indeks jalan Kabupaten
-~ Indeks jalan Desa /¢ lingkungan =

|

fl
B k(A

Indeks Gangguan (IG5} sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut @
a. Indeks Gangguan besar = 3
b. Indeks Gangguan sedang = 2
c. Indeks Gangguan kecil

]
'—i
B
o

BaE VIII

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN GANGGUAM

(1)

(1)

(2)

Fasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada besar—
nya gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh
perusahaan serta uparya pengendaliannya.

Biava sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
maliputi biaya pengeceskan dan pengukuran ruang
tempat wsaha, biaya pemeriksaan, dan biava
transportasi dalam ranaka pERGawasan dar
pengendalian

BAB IX
STRUKTUR DaN BESARNMYA TARIF
RETRIBUSI IZIMN SANGGUANM DAN
KETERANGAN TEMFAT USAHA
Pasal 15

Tarif/ijin ganguan dan keterangan tempat wusaha
digolongkan berdasarkan luas ruang tempat
usaha .

Besarnva tarif/ijin gangguan sebagaimana dimak—
sud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Luas Bangu-—
nan Tempat Usaha yang diklasifikasikan sgebagai
berikut =
Golongan I Luas Bangunan sampai dengan 200 MZ

= Rp. 3B0/M2
Golongan II Lwuas Bangunan 201 M2 s/d 500 M2

- = Rp. 3B5/M2

Golongan 111 Luas Bangunan 501 M2 s/d 1000 M2

= Rp. 390/M2
Golengan IV Luas Bangunan 1001 M2 s/d 5000 M2

= Rp. 425/M2
Golongan V Luas Bangunan diatas 5000 M2

= Rp. S00/M2

(E) BEsSarnya -.4-



12

(%) Besarnya Tarif/keterangan tempat usaha sebagai-
mana dimaksud ayat (1} ditetapkan berdasarkan
luas bangunan tempat usaha yang diklasifikasikan
sebagai berikut :

SGolongan 1 dengan luas tempat usaha tidak lebih

dari 90 Mz = Rp. 1.000,—/MZ
Golongan Il dengan luas tempat wusaha 531 M2 s/d
100 M2 = FEp. 1.050,-/M2 .
Golongan III dengan luas tempat usaha 101 M2 s/d
200 M2 = Rp. 1.100,=/sM2
Golongan IV dengan luas tempat wusaha 201 M2 =/d
S00 M2 = Rp. 1.150,-/M2,
Golongan V dengan luas tempat usaha 501 Me s/d
1.000 M2 = Rp. 1.200,-/M2.
Golongan VI dengan luas tempat usaha lebih dari
1.001 M2 = Rp. 1.250,-/M2.
BAE X
MASA RETRIBUSI
Fasal 14

{1} Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunva
Izin.

(2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan 1 (satu)
tahun sekali dengan jumlah ketetapan sebagai

berikut =

d. Eetetapan tahun pertama dari Izin Baru dan
Daftar Ulang besarnya sesuai tarip pada Pasal
173

b. ¥etetapan tabhun kedua sampai keempat sebesar
25 % dari jumlah ketetapan tahun pertama Izin
Baru atau Daftar Ulang.

{3} Retribusi keterangan tempat usaha ditetapkan 1
(satu) tahun sekali dengan ketetapan sebagaimana
dimaksud FPasal 18.

BAB K1
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI i
Fasal 17
Retribusi Izin Gangguan wvang terutang dihitung

dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 15 ayat {Z) dengan tingkat penggunaan iasa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (i} .

RUUG = TARIP » LRTU »x IL =« IG

Pasal 18

Retribusi Eeterangan Tempat Usaha dihitung dengan
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3F) dengan tingkat penggounae-iasa =ebapgaimana
dimaksud dalam FPasal 13 avat (F).

Retribusi Keterangan Tempat Usaha

{RETUY = Tarif « LRTU » IL



¥

BAB XTI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Fazsal 19

(1) Jangka waktu berlakunya ijin adalah selama usaha
masih berjalan.

(2} Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan arsip
5 (lima)} tahun sekali pemegang ijin gangguan dan
keterangan tempat wusaha wajib merndafttarkan
ulang.

{3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini diajukan selambat—lambatnyua 1 (satu)
bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.

(4) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100 %
(seratus persen) dari retribusi sebagaimana
dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18.

Fasal 20

(1) Dalam pelaksanaan daftar ulang, pemchon mengaju-—
kan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Bagian Ketertiban dengan dilampiri salinan
persyaratan—persyaratan vyang pernah diajukan
dalam proses permchonan awal.

(2) Bupati dapat menugaskan tim wuntuk meniniau
perusahaan yang mengajukan daftar ulang.

Fasal Z1

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan. )
BAB XIII
SURAT FEMDAFTARAN
Fasal 22

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPJORD.
{2) SPdORD sebagaimana dimaksud avat (1) harus diisi
dengan benar dan lengkap serta ditandatangani

oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan pe-
nyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV ...
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BAE XIV
FPENETAFAN RETRIEBUSI
Fasal 23

{1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 18 avat (1) retribusi terutang ditetapkan
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya
yvang dipersamakan .

{2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SERD atau
dokumen lain vang dipersamakan ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23

{1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKET.

BAE XVI
SANKSI ADMIMISTRASI
Pasal 24

Dalam hal waijib retribusi tidak membayar tepat pads
waktunya atau kurang membavar, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda 2 ¥ (dua persen) dari
ketetapan retribusi setiap bulan dan retribusi vang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan meng-
gunakan S5TRD.

BAB XWVII
TAaTA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

(i1} Retribusi yvang terutang harus dilunasi Eekéligus
dimuka wuntuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(Z2) Retribusi yvang terutang dilunasi selambat-
Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbit-
kannya SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
dan SKRDKBT.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pemba—
varan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAER XVIII ...



{1}

(2)

(1)

(4}

{3)

(&)

i3

EABE XVIII
TATA CAR& PENAGIHAN
Pasal 26

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDKET, STRD dan surat
keputusan keberatan vyang menyebabkan jumlah
retribusi vang harus dibavar bertambah, yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi
dapat ditagih melalui Badan Urusan Fiutang dan
Lelang Negara {(BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. '

BAB XIX
KEBERATAN
Fasal 27

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunijuk atas
SKRD atau dokumen lain yang diperzsamakan.
SKERDKBT dan SKRDLB.

Kebaratan diaijukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan—alasan yang
jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan
atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi tersebut.

Eeberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SDRDKBT dan
SKRDLE diterbitkan, kecuali apabila ' Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya. .

Keberatan yvang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatarn tidak menunda kewaiiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

Pa=zal 28 .4-



(1)

(3)

(1)

{(2)

(3)

(4}

(3)
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Fasal 28

Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam}
bulan seijiak tanggal Surat FKeberatan diterima
tarus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
mensrima  seluruhnva, sebagian, manolak atan
menambah besarnva retribusi vang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan
spuatu keputusan, keberatan yvang diajukan terse-
but dianggap dikabulkan.

BAB XX
FEMGEMBAL IAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Fasal 2%
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Waijiib
Retribusi dapat mengaiukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enaml
bulan seiak diterimanya permohonan kelebihan
pembayvaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila Jjangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} telah dilampaui dan Bupati tidak mem—
berikan keputusan, permohonan pengembal ian
kelebihan pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling lama 1 {=atu) bulan.

Apabila Wajiib Retribusi mempunvyal utang retri-
busi lainnva kelebihan pembavaran retribusi
sabagaimana dimaksud avat (1) langsung diperhi-—
tungkan melunasi terlebih dahulu utang retribusi

tersebut.

Fengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
dalam Jjangka waktu paling lama 2 {dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(&) Apabila ...}.




(1}

(2)

(1)

(2}
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Apabila pengembalian pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka wWwaktu 2 (dua)
bulsn, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2
% {(dua persen)

FPazsal 30

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepads Bupati
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan 3

a. nama dan alamat Wajiib Retribusi j

b. masa retribusi j;

c. besarnva kelebihan

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Dasrah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.

Fasal 31
Fengembalian kelebiban retribusi dilzkukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi
diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan
dan bukti pemindah bukuan juga berlaku Eébagai
bukti pembavyaran.

BAR XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

FPasal 32

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat {1} dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara
lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil
untuk mengangsur.

{3) Pembebasan ...



(4}

{1}

(1}

{2)
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Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
{1} antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi
vang ditimpa bencana alam, kerusuhan.

Tata cara penaurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KADALUWARSA FPENAGIHAN

FPasal 22

Hak wntuk melakukan penagihan retribusi, kadalu-

warsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga}
tahun terhitung se2jak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi

malakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagasimana
dimaksud pada avat (i) Pasal ini tertangaguh
apabila =

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Fetribusi baik langsung TS L LT tidak
langsung.

Fiutang retribusi yang tidak mungking ditagih
lagi karena hak untuk melakukan penagihan  sudah
kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BaR TIT
EETENMTUAN PIDANA
Pasal 34

Waiib Retribusi wano tidak melaksanakan
kewaiibannya sshingga merugikan Keuangan Daesrah
diancam pidana kurungan paling lama & .{enam)
bulan atau denda palina banvak 4 (empat) kali
jumlah retribusi vang terutang.

Tindak pidana yvang dimaksud pada avat (1) adalah
pelanagaran.

BAB XXIV ...{f.



(1)

(2)
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BAB xXXIV
FENY I DIEKARN

Fasal 35
Fejabat Fegawai Megeri Sipil tertentu
dilingkungan Femerintah Daerah diberi wewenang
Ehusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak  pidana dibidang retribusi

Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta
meneliti keterangan atau lapcran berkenaan
derngan tindak pidana dibidang retribusi

daerah agar keterangan atau laporan tersebut
meniadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah ;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ;

d. memeriksa buku—-buku, catatan-catatan dan
dokumen—dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ;

2. mealakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen—dokumen lainm serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam Fangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi dasrah 3’

g. menyuruh berhenti,. melarang sesearang
meninggalkan ruangan atau tempat pada =saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen vyang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf = ;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. memangglil ..f.
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i. memanggil orang untuk didengan keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

j. menghentikan penyidikan 3

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk
kelancaran penvidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung iawabkan.

(%) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini methritéhukan dimulainya penvidikan
dan menvampdikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuwai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang—Undang Momor 8 Tahun 1931
tentang Hukum Acara Fidana.

BAER XXV
EETENTUAN PENUTUP

Fasal 34
Dengan  berlakunya Peraturan Daerah  ini, ketentuan
yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Dazrah
Kabupaten Daerah Tingkat [I Demak Nomor 11 Tahun
1989 tentan Izin Tempat Usaha dan segala perubahan—
nya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

FPasal 37

Hai-hal vang belum cukup diatur dalam Feraturan
Dasrah ini, sepanjang mengenal pelaksanannya akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Fasal 38

Feraturan Daerah ini mulai berlakue pada tangggal
diundangkan.

figar setiap orang dapat mengetahuinva,
mamerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ksbupaten
Demak .

Ditetapkan di Demak

. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IF

A
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III

i PENJELASAN
ATAS
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN
KETERANGAN TEMPAT USAHA

PEMJELASAN UMUM .

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 18
tahun 1997 tentang Faijiak Daesrah dan Restribusi Daerah serta
Feraturan Femerintah nomor 20 tabun 1997 tentang HRestribusi
Daerah maka Izin Gangouan termasuk jenis Restribusi
Ferizinan tertentu.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah
maka Restribusi Izin Gangguan merupakan salah satu Sumber
Fendapatan Asli Daerah {( PAD ) vang perlu adanya Pengaturan,
FPengendalian dan Pengawasan terhadap tempat-—tempat usaha
menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian di Kabupaten Demak
sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan
kepentingan LimLLm serta meniaga keseimbangan antara
kepentingan pemilik tempat usaha dengan warga dan l1ingkungan
sekitarnya.

Feraturan Daerah Kabupaten Daerahh Tingkat II Demak
nomor 11 tahun 1989 tentang Pemberian Izin tempat usaha
dianggap tidak sesuai dengan Undang-—undang nomor 18 tahun
1997 maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan
keadaan dan perkembangan masyarakat sekarang ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Fasal 1 s / d 2 : Cukup Jjelas.

Pasal 3 : Obyek Restribusi Izin Gangguan
sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat
(1) Undang—undang Eangguaﬁ (HO)
Sth. Tahun 1926 nomor 2248 Jo
Tahun 1940 nomor 14 dan 450
adalah tempat usaha sebagai
berikut :
i. Yang dijalankan dengan alat-
alat memakai tenaga asap dan
gas, pula dengan elaktro-

motor dan lain = lain tempat
usaha. Dimana dipergunakan
asap,. 4dgas—gas atau uap—uap

dengan tekanan berat j;

2-. I"I"I--a.rlg lliill%lld

|



10.

Yang dipergunakan untuk mem—

bikin, mengerjakan dan
menyimpan mesiu dan lain-lain
bahan peledak terhitung
pabrik—-pabrik dan tempat
penyimpanan mercon j

Yang dipergunakan untuk

membikin bahan - bahan kimia
terhitung pabrik-pabrik korek
api ;3

Yang dipergunakan untuk men-—
dapatkan, mengerijakan dan
meny impan benda—-benda yanﬁ
lekas menguap | Viuchtige
production) j

Yang dipergunakan untuk
menyuling bahan—-bahan berasal
dari tumbubh—tumbuban dan dari
hewan dan wuntuk mengerjakan
bahan vang diperdapat dari
penyul ingan tadi terhitung
pabrik-pabrik gas j

Yang dipergunakan untuk mem-—
bikin macam—macam gemuk dan
macam—-macam arpus j

Yang dipergunakan untuk me-
nyimpan dan mengerjakan
kotoran j

Yang dipergunakan untuk mem—

bikin Mo , membikin bir,
membikin anggur dari mt
tempat—-tempat penyul ingan,

pabrik—pabrik spiritus dan
cuka dan tempat—tempat pem—
bikinan minyak tanah dan
bensin, pabrik—-pabrik tepung
dan bikin roti, gula pabrik-
pabrik sirop dari buah -
buahan 3 :

tempat-tempat penyembalihan,

tempat—tempat pengulitan,
tempat-tempat penjemuran,
pengasapan dan penggarangan
bahan—bahan berasal dari
hewan , pula tempat—-tempat
menyamak kulit j

Fabrik—-pabrik barang—barang

porselin dan tanah, tempat-
tempat pembikinan batu merah,

gﬂ‘l‘!tEﬂg, thii-jrli-

]
-
T
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Fasal 4

Pasal 5 ayvat (1)

Fasal 5 avat (2)

i1.

12.

i4g.

15.

1s.

17.
iB.

12.

20.

genteng, bermacam—macam tegel
(plavuis en tegel), tempat-
tempat pembikinan gamping dan
gips dan tempat—tempat pembik-
inan kapur 3

Tempat—tempat meleleh logam,
tempat—tempat mengecor logam,
tempat—tempat tukang besi,
tempat—tempat pencanaian logam
(metaal pletterij}, tempat—
tempat membikin barang—barang
dari logam, tembaga danm blok

dan tempat—tempat membikin
ketel 3
Tempat—-tempat penggilingan

tras, tempat—tempat pengger-
gajian dengan gilingan dan

tempat—tempat penggilingan
minyak 3

Tempat - tempat pembikinan
kapal, tempat—tempat memecah
batu dan peEnggergajian,
tempat-tempat bikin gilingan
imolon) dan kereta, tempat-

tempat bikin tong dan per-—
tukangan kayu 3

Tempat—-tempat persewaan kereta
dan tempat—tempat pemerah
Susu 3

Tempat—tempat menenun j;
Tempat—tempat peniemuran
tembakau j;

Fabrik kaspe/tapioka ;
Fabrik—pabrik mengerjakan
karet mentah, karet mateng dan
bahan—bahan vyang mengandung
getah perca, tau kaucuk j
gudang—gudang kapok, tempat-
tempat membatik ;3
Warung—warung dalam bangunan
tetap, pula semua tempat-
tempat wsaha lain yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian
dan gangguan 3

Cukup ielas.

Cukup jelas.

huruf a s/d 2 cecmfanaees

—



huruf a s/d f

huruf g

huraf h

Fasal 5 ayat (3)

huruf a

hurut

huruf

Pasal

Pasal

Fasal

b

c dan d

& avat (1)
ayvat (2)

7 os/d 12

13 avat (1)
ayat (2}

ayat (3)
avat (4}

huruf a

hurutf b

a4
1 Cukup jelas.

¢t Fernyataan persetujuan tetangga
yang berbatasan langsung adalah
persetuiuan tetangga pemilik
batas tanah / bangunan dengan
pemilik tempat usaha vang berada
di sebelah Utara, Barat, Timur
dan Selatan.

i Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Cukup jelas.

-

: Jarak { radius ) 100 ™
tempat usaha dengan fasilitas
umum dikecualikan bagi yang telah
mendapatkan persetujuan dari
pemilik / penanggung jawab terha-
dap fasilitas umum.

Cukup jelas.

Cukup jelas. :
Keberatan dari tetangga vang bersebe-
lahan dengan tempat usaha harus dengan
alasan vyang dapat diterima secara
hukum.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Luas ruang tempat usaha adalah luas
bangunan yang digunakan untuk kegiatan
usaha dengan menghitung jumlah luas
tiap—tiap lantai.

Cukup jelas.

Indeks gangguan besar adalah tempat
usaha vyang menggunakan mesin lebih
dari 1530 PK.

Indeks gangguan sedang adalah tempat
usaha yang menggunakan mesin  dengan
kekuatan antara 75 PK sampai dengan
150 PE.



huruf c

Fazal 14

Fasal 15

Fasal 1&6

FPasal 17

RUUG

TARIF

LRTU

IL

I

FPasal 18 s/d 22

Fasal 23 avat (1)

ayat (2)

Pasal 24 s/d 38

L]

2
Indeks gangguan kecil adalah
tempat usaha vyang menggunakan

mesin dengan kekuatan kurang dari
73 PK.-

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Restribusi Undang - undang
Gangguan .

Besarnva pemungutan berdasar luas
bangunan tempat usaha.

tuas ruang tempat usaha.

Indeks lokasi.

Indeks Gangguan.

Cukup jelas.

Retribusi tidak dapat diborongkan
oleh pihak ke III (tiga) / swasta
dan diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten Demak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.




